BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 126 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menetapkan
Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa dengan
Peraturan Bupati;

|

2.

Pasal 18 ayat (6} Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286); »
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomer 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);








































































BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, RPJM Desa dan RKP Desa yang
sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir
masa berlakunya.

(2) Apabila terjadi hal-hal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan
Pasal 50, RPJMDesa dan RKPDesa dapat diubah dengan berpedoman pada
Peraturan Bupati ini.

(3) Bagi Desa yang Kepala Desanya berhenti sebelum masa Jabatannya
berakhir, Kepala Desa antar waktu wajib melanjutkan RPJM Desa sampai
berakhir masa jabatannya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor
132 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Bupa#ti ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan

pada tanggal 8 Agustus 2022
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan

pada tanggal 8 Agustus 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AKHMAD KHASANI
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 126



LAMPIRANI : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR . 126TAHUN 2022

TANGGAL : 8 AGUSTUS 2022

A. LAMPIRAN SISTEMATIKA RPJM DESA

BAB I

BABII

BABIII :

BABIV :

BAB VI :

SISTEMATIKA RPJM DESA

PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum

1.3. Pengertian
1.4. Maksud dan Tujuan

PROFIL DESA
2.1. Kondisi Desa
2.1.1. Sejarah Desa
2.2.2. Demografi
2.2.3. Keadaan Sosial
2.2.4. Keadaan Ekonomi
2.2. Kondisi Pemerintahan Desa
2.2.1.Pembagian Wilayah Desa
2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

MASALAH DAN POTENSI
3.1. Masalah
3.2. Potensi

RENCANA PRIORITAS PROGRAM/PEMBANGUNAN
4.1. Visi dan Misi
4.2. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

4.2.1. Penyelenggaran Pemerintahan Desa
4.2.2. Pelaksanaan Pembangunan Desa
4.2.3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa
4.2.4. Pemberdayaan Masyarakat Desa
4.2.5. Penanggulangan Bencana, Keadaan

Darurat dan Mendesak

PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN
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Pasal 8

RKP Desa sebagaimana dimaksud aalam pasai 7 merupakan
landasan dan pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta dalam
pelaksanaan pembangunan Desa.

Pasal 9

Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapat diadakan perubahan

apabila :

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik,
krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sisial yang
berkepanjangan; atau

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah,
Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 10
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Desa.

Ditetapkan di Desa...............
pada tanggal.................

(Nama Terang)

Diundangkan di Desa........
Pada tanggal.............
SEKRETARIS DESA........

(Nama Terang)
LEMBARAN DESA TAHUN......... NOMOR..........

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF



LAMPIRANII : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 126 TAHUN 2022

TANGGAL : 8 AGUSTUS 2022

A. LAMPIRAN SISTEMATIKA RKP DESA
SISTEMATIKA RKP DESA

BAB1 : PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum
1.3. Pengertian
1.4. Maksud dan Tujuan

BABII : PROFIL DESA

2.1. Kondisi Desa
2.1.1. Sejarah Desa
2.2.2. Demografi
2.2.3. Keadaan Sosial
2.2.4. Keadaan Ekonomi

2.2. Kondisi Pemerintahan Desa
2.2.1. Pembagian Wilayah Desa
2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

BAB III : MASALAH DAN POTENSI
3.1. Masalah
3.2. Potensi

BAB IV : RENCANA PRIORITAS PROGRAM/PEMBANGUNAN
4.1. Visi dan Misi
4.2. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

4.2.1. Penyelenggaran Pemerintahan Desa
4.2.2. Pelaksanaan Pembangunan Desa
4.2.3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa

4.2.4. Pemberdayaan Masyarakat Desa
4.2.5. Penanggulangan Bencana, Keadaan
Darurat dan Mendesak.

BAB VI : PENUTUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN
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U. CONTOH NOTA KESEPAKATAN PERATURAN DES TENTANG RKPDES

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP Desa) TAHUN 20...

Pada hari ini ................... tanggal ........cccociiiiiiiinann.. bulan .........cccciiia..
Tahun Dua Ribu .......c.ccccoiiiaannio. , kami yang bertanda tangan di bawah ini :
L P — : Kepala Desa ................ dalam hal ini bertindak

untuk dan atas nama Pemerintah Desa .............
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

B e s oisieie emsisineieieinioimiainisios : Ketua BFD Desa .................. dalam hal ini

bertindak untuk dan atas nama Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) Desa .................
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1.

PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa
............. tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 20...
beserta lampirannya yang telah diajukan PIHAK PERTAMA, sebagaimana
tertuang pada catatan (notulensi) yang terlampir dalam Nota Kesepakatan ini.
Untuk selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Desa.

PIHAK PERTAMA menerima hasil pembahasan dan persetujuan rancangan
Peraturan Desa .......... tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)
Tahun 20... beserta Lampirannya yang telah disepakati bersama dengan
PIHAK KEDUA sebagaimana tertuang pada catatan (notulensi) yang terlampir
dalam Nota Kesepakatan ini. Untuk selanjutnya menetapkan Peraturan Desa
........... tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 20....

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak
dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

®000c0ccccce ©00000000000000000 = eececee XXX eovocoe XXX XTXXIXIY)

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF





